
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Oaerah Propinsi Surnatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

a. bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpil 
Kabupaten Deli Serdang. 

b. bahwa untuk memenubi maksud pada huruf a diatas, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata 1)erja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Deli Serdang. 

BUPATIDELISERDANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingar 

Menirnbang 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

BERTA TATA KERJA Dll'lAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPlL 

KABUPATEN DELI SERDANG 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG 

NOMOR 18 TAHUN 2020 

BUPATI DELI SERDANG 

PROVINS! SUMATERA UTARA 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas ~ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara RepubHk 
lndoneria Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerinrah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perangkat Daerah (Lembara.n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 

tentang Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan 
Pcncatatan Sipil Kabupaten/Kota [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Su:sunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 
3 Tahun 2016). 

tentang 
Republik Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
52340)1 

3. Undan~-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 



Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. 
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli 

Serd,g. 

dan 8. Bidan, adalah Bidang pada Dirias Kependudukan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. 

9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kependudukan dan 

Dalam Peraturan Bupati ini jang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang. 
2. Pemerintah Daerab adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mcmimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Dupati adalah Bupati Deli Senlang, 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten 

Deli Serdang, 

5. Dinas adalah Dinas Kepcndudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Deli Serdang. 

6. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan 
PencaJnan Sipil Kabupaten Deli Serdang. 

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. 

Pasal 1 

BABI 
KETEN1'UAN lJMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN DELI SERDANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 



Serdang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Deli Serdang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupau Dell Serdang melalui 
Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

(3) Dinas Kependudu.kan dan Pencatatan SipiJ Kabupaten Deli 
Serda.ng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 
tugas membantu Bupati Deli Scrdang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 
yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang. 

(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli 

Serdang nrrupakan Perangkal Daerah dengan Tipelogi A. 

(2) 

(1) Dinas Kcpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli 
Serdang merupakan unsur pelaksana urusan pemeriruahan 
di hidang ependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi 
kewenangan daerah. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli 

Pasal 2 

BADU 
KEDUDUKAN 

mcnyelenggarakan tugas pokok. 
untuk erat yang mempunyai hubungan 

1 l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai 

negeri sipil yang diberikan tugas oleh pejabar yang 

berwenang da!am pelaksanaan kegiatan yang sesuai 

dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas 
pcmerintahan. 

12. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan 

kepacJa seseorang yang harus dilaksanakan dan 

d.ipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

13. Fungs! adalah kelompok usaha yang satu sama lainnya 



1) Seksi Sistem lnformasiAdroinistrasi Kependudukan; 

2) Seksi Pengelolaan dan Penvaiian Data Kependudukan: 

(SJ 

1) Seksi Ifentitas Penduduk; 

2) Seksi Pindah Datang Penduduk; 
3) Seksi Pendat.aan. 

(4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pad a ayat (1) huruf d 
diatas terdiri dari : 
1) Seksi Jelahiran; 
2) Seksi Perkawinan dan Perceraian: 
3) Seksi l-rerubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan 

Kematian. 
Bidang Pengelolaan lnformasi Adrninistrasi Kependudukan 

pada ayat h) huruf e diatas terdiri dari : 

Kependuduka.n; 

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; 
g. Kelornpok Jabatan Fungsional 
SekretariaJ sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
di dl. d . tatas tor in an : 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Baran Keuangan; 
3) Sub Bagian Perencanaan. 

(3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada ayat (l) huruf 
c diatas terdiri dari : 

(2) 

Adrninistrasi 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat: 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 
e. Bidang Pengelolaan Informasi 

SUSUNAN ORGANISASJ DAN NOMENKLATUR 

DTNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SfPlL 

BAB ill 



(l} Kepala Oras merupakan jabatan eselon Ilb a tau jabatan 
Pimpinan ~ggi Prata.ma; 

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon llla atau Jabatan 

Pasal 6 

BABV 
JABATAN PERANGKA.T DAERAH 

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian 
dan Kepala STksi, sesuai dengan rugas dan fungsi clan wajib 
menerapkan pynsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, 
mengawasi, mernimpin, membi.mbing, mematuhi, menyarnpaikan 
laporan, bertanggung jawab baik dalam lingkungan masing­ 
masing maupur, antar ~tuan ~rg~isa~i di lingku11g~n Pemerintah 
Daerah serta dengan mstans. lain di luar Pemerintah Daerah 
sesuai dengan ugas masing-masing. 

Pasal 5 

BAB IV 
TATAKERJA 

Tugas Pokok Fungsi, Uraian Togas dan Bagan Struktur Organlsasi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil scbagairnana 

tercantum pa~a larnpiran I dan 11 sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini , 

Pasal 4 

3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi 
T n formasi dan Komunikasi. 

(6) Bidang Pernanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan pada ayat 
( l) huruf f diatas terdiri dari : 
1) Seksi Kerjasama; 

'..:!) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kepenrludukan; 
3) Seksi Inovasi Pelayanan. 



l Pasal8 

Dengan berl ya Peraturan Bupatl ini, maka Bagian Keempai, 
Paragraf Keseb,~s, P~sal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Lampfran XJV 
Peraturari Ruprl Deli Serd~g N:1mor 22::13 Tab un 2~16 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Ke1j,1 Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BAO VU 
KF:TENTUAN PENUTUP 

Sebelum dilaksanakan pcngangkatan clan pengukuhan, pernangku 
jabatan perangkat daerah yang nomenklatur jabatannya berubah 
masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sampai dengan 
diangkat dan 1ukuhkRn 

sebagai pemangku jabaian. 

I 

PasaJ 7 

BAB VI 
I 
I 

KETENTUAN PERALlHAN 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon JUb atau -Jabatan 
Administrator; 

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan 
struktural eselon !Va atau Jabatan Pengawas; 



Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAOTAN llUKUM 

ERA PERMAT~, ,MM 
NIP. 19710223 199503 2 003 

Derita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor: l 8 

DARWIN ZEIN, S.Sos 

ttd 

SEKRTETARIS DAERAH 
KABUPATEN DELI SERDANO 

Diundangkan di Lubuk Pakam 
pad a Tanggal 17 Jan uari 2020 

ASRARI TAMBUNAN 

ttd 

BUPATIDELISERDANG 

Ditetapkan di Lubuk Pakam 
pada 1.anggal 17 Jan uari 2020 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah 
Kabupatcn Deli Serdang. 

Pasal 9 
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